
 
 

 
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

 Bab terakhir ini, berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan pada 

bab sebelumnya, maka dalam bagian  penutup ini, dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut: 

Terjadinya kasus salah tangkap karena penyidik dalam bertindak tidak 

sesuai dengan prosedur. Tindakan penangkapan dilakukan tanpa adanya bukti 

permulaan yang cukup, yaitu minimal 2 alat bukti dan tidak memperhatikan asas 

praduga tak bersalah. Tindakan penyidik dalam melakukan penangkapan tersebut 

dinilai sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan landasan hukum yang ada. 

Membuktikan bahwa aparat penegak hukum kurang profesional dan cenderung 

memaksakan diri untuk memenuhi target pengungkapan dan penuntasan terhadap 

suatu kasus. Korban salah tangkap wajib mendapatkan pemulihan nama baik, 

yang bertujuan untuk menghilangkan doktrin masyarakat yang menganggap 

korban tersebut sebagai terpidana dan berhak atas ganti kerugian yang telah di 

deritanya sebagaimana yang telah diatur didalam KUHAP. Tersangka atau 

terdakwa dapat melakukan gugatan ganti kerugian lewat praperadilan. Tetapi 

untuk terdakwa yang sudah diputus perkaranya, dan dalam putusan itu dia 

dinyatakan tidak bersalah, maka dia bisa mengajukan ganti kerugian juga atas 

perbuatan ini karena dia sudah dirugikan melalui proses praperadilan.
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2. Saran 

 Jajaran kepolisian khususnya penyelidik dan penyidik setiap melakukan 

tindakannya harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Kitab Undang-

Undang Hukuam Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kepala Kepolisian. 

Menghormati hak asasi dan selalu berpegang kepada asas praduga tidak bersalah, 

tidak bertindak sewenang-wenang yang hanya memaksakan diri untuk segera 

menuntaskan kasus tersebut sehingga berdampak pada salah tangkap. Kapolri 

harus tegas terhadap jajarannya yang melakukan tindakan diluar prosedur, Seperti 

yang dilakukan oleh penyidik Polres Jombang Jawa Timur yang melakukan 

tindakan penangkapan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup sehingga 

mengakibatkan salah tangkap. Agar kedepannya tidak ada lagi jajarannya yang 

melakukan hal yang sama dan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban 

salah tangkap. 


